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ABSTRAK

Moch. Agus Tria Subri /222003199/2008/Analisis Faktor Penghambat
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi
hambatan dalam pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Penelitian ini dilakukan pada dinas perhubungan kota palembang.
Penelitian ini termasuk jenis penclitian deskriptif yang bertujuan untuk
memperolerh data yang mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang
situasi-situasi yang terjadi pada tempat unit penelitian.data yang digunakan primer
dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penukisan skripsi ini
menggunakan metode wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah metode
kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor penghambat parkir di tepi
jalan umum pada dinas perhubungan kota Palembang terdiri dari faktor secara
langsung dan tidak langsung yang meliputi sumber daya manusia, sistem
pengendalian dan pengawasan, pembelakuan sanksi, sarana dan prasarana dan
pelayanan opersional di lapangan.

Kata Kunci: faktor penghambat langsung dan tidak langsung

Xiil



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan kebebasan setiap daerah untuk memajukan
pembangunan daerahnya dalam mengelolah segala sumber daya yang ada di
daerah tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memenuhi pembiayaan pemerintah dan
pembangunan di daerah khususnya kota Palembang. Salah satu sumber
pendapatan asli daerah kota Palembang adalah retribusi parkir yang termasuk ke
dalam golongan retribusi daerah. Masalah utama yang sering dihadapi oleh
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
adalah terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyebabkan ketergantungan pemerintah
daerah pada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan masih dominan.

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004 pada pasal 1 angka 18
tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
menyatakan bahwa. “pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan”.

Menurut Abdul Halim (2004:101) menyatakan bahwa pendapatan asli
daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber

ekonomi asli daerah yang terdiri dari:



a. Pajak daerah
b. Retribusi daerah
¢. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
lainnya yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang sah
Undang-undang No 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus, disediakan dan
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan jasa
tersebut dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu:
a. Jasa umum
Jasa umum vyaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah
daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
b. Jasa usaha
Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.
c. Jasa perizinan tertentu
Jasa perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas keglatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana dan



sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan,

Salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam
rangka biaya penyelenggaraan pemerintah daerah adalah retribusi parkir di tepi
jalan umum yang tergolong jasa umum. Pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan
umum di kota Palembang di atur melalui peraturan daerah (Perda) No. 19 Tahun
2002. Menurut peraturan daerah (Perda) tersebut di atas menyatakan bahwa,
“Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah
biaya yang dipungut atas pelayanan parkir.

Masalah utama yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembanguanan daerah adalah terbatasnya
sumber pembiayaan pembangunan vang berasal dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Hal ini menyebabkan masih tergantungnya pemerintah daerah kepada
pemerintah pusat dalam bentuk dana pembangunan. Dengan demikian,
pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kemampuan semaksimal mungkin
dalam menggali sumber daya yang potensial di daerahnya untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah
dan pembangunan daerah tersebut.

Melihat letak, luas dan wilayah kota Palembang diharapkan pemerintah
Kota Palembang khususnya dinas perhubungan (Dishub) dapat menggali sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang khususnya pada retribusi

parkir di tepi jalan umum. Dinas perhubungan (Dishub) kota Palembang sendiri




telah banyak membuat ketetapan/peraturan guna meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD), yaitu mengelola kegiatan-kegiatan seperti:

1. Parkir ditepi jalan umum

2. Pengujian kendaraan bermotor

3. Terminal

4. Jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan

5. lzin trayek

6. Pembinaan hubungan udara yaitu pos dan telekomunikasi

Dinas Perhubungan saat ini memiliki tiga ratus dua puluh satu titik
parkir, tempat parkir berpotensi sekali dalam menambah kas suatu daerah
khususnya daerah kota Palembang, tapi semakin meningkatnya jumlah titik parkir
vang beraneka ragam yang ada di kota Palembang menimbulkan suatu fenomena
bahwa setiap tingkat target yang hendak dicapai oleh dinas perhubungan tidak
dapat terealisasi.berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi retribusi
parkir di Tepi Jalan Umum.

Pada tahun 2004 Dinas Perhubungan (DISHUB) bekerja sama dengan
pihak swasta dalam kerja sama itu terjadi penurunan pencapaian target 14% dari
tahun sebelumnya, pada tahun 2005 sampai dengan pertengahan 2006 pihak Dinas
Perhubungan berkerja sama lagi dengan pihak swasta namun persentase
pencapaian target masih menurun, pada tahun 2007 pihak Dinas Perhubungan
(DISHUB) tidak lagi melakukan kerja sama lagi dengan pihak swasta sehingga

targetnya naik menjadi 8,60%.



Tabel L1
Target dan Realisasi Retribusi kumulatif Parkir di Tepi Jalan Umum

Tahun 2002-2007

Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Palembang

n

Sumber: Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemerintah Kota Palembang tahun 2002-2007

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tahun 2002 -2007

realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum tidak pernah mencapai

target yang ditetapkan. Menurut pengamatan peneliti, menurunnya penerimaan

retribusi parkir di tepi jalan umum disebabkan karena kurangnya pengawasan di

lapangan.

Tahun Target i Realisasi Pmcapaian(%)}
2002 2.000.000.000 1.832.280.600 91,61
2003 2.752.000.000 | 2335880350 | 8488 |

S |
2004 3.150.000.000 2.232.732.200 70,88
2005 5.036.000.000 2.488 959200 I 4942
2006 5.036.000.000 2.437.097.200 48 39
2007 3.250.000.000 1.852.068.000 56.99

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan

penelitian dengan judul: * Analisis Faktor Penghambat Penerimaan Retribusi

Parkir Di Tepi Jalan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) di Kota Palembang”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah dalam

penelitian i adalah, apa yang menjadi hambatan dalam pemungutan retribusi

parkir ditepi jalan umum?




C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui kendala atau

hambatan dalam melakukan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan,
pengalaman dan wawasan penulis terutama mengenai hal-hal yang terkait
mengenai retribusi parkir ditepi jalan umum pada Dinas Perhubungan
(Dishub) pemerintah kota Palembang.
Bagi Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Kota Palembang
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau bahan
evaluasi dan pertimbanghan guna membuat kebijaksanaan dalam
pengambilan keputusan terutama dalam meningkatkan Pendapat Asli
Daerah (PAD) kota Palembang.
Bagi Almamater
Dari segi akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai
bahan referensi untuk bidang study vang sejenis bagi mahasiswa dan

mahasiswi fakultas ekonomi di masa yang akan datang.



BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul “Analisis Pengawasan Penerimaan
Retribusi Terminal Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Pendapatan Ashi
DAerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lahat™ yang
dilakukan oleh Melfi Gustriani (2006).perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimana pengawasan penerimaan pendapatan Retribusi Terminal pada
DISPENDA Kabupaten Lahat dan bagaimana upaya DISPENDA Kabupaten
Lahat agar penerimaan Retribusi Terminalmeningkat dan pada akhirnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat. Dalam penelitian ini terdapat dua
variable yang digunakan yaitu: pengawasan penerimaan retribusi terminal dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer data
sekunder.teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, metode analisis
yang digunakan dalah metode analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah
dilakukan penulis, bahwa faktor pengawasan diperlukan guna memeperketat
peraturan vang telah ditetapkan. Oleh karena itu, analisis faktor penghambat
merupakan salah satu dan faktor yang diperlukan guna meningkatkan pengawasan

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.



B. Landasan Teori
1. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah vang diberikan
kepada masyarakat sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karena
memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha milik daerah, atau karena jasa yang
diberikan oleh daerah baik jasa langsung maupun jasa vang diberikan secara
tidak langsung.

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah adalah menyatakan bahwa retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 1zin tertentu khusus
disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan.

2. Pengertian Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum

Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam
rangka biaya penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Retribusi Parkir di
Tepi Jalan Umum yang tergolong dalam jasa umum. Pelaksanaan retribusi
parkur di tepi jalan umum di kota Palembang diatur melalui Peraturan Daerah
(Perda) Nomor 19 Tahun 2002. Menurut peraturan Daerah (Perda) tersebut di
atas menyatakan bahwa, “Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang
selanjutnya disebut retribusi adalah biaygryang dipungut atas biaya parkir”.

Menurut Peraturan Daerah (Pérda} kota Palembang Nomor 19 Tahun
2002 berkaitan dengan retribusi parkir di Tept Jalan Umum adalah sebagai

berikut:



Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan
parkir di tepi jalan umum yang ditentuukan pemerintah daerah, karena
jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai
tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran
retribusi.

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut, sungai,
penyebrangan.

. Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah,
dibidang parkir

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau
menikmati pelayanan parkir,

Golongan Retribusi adalah retribusi parkir di tepi jalan umum yang
termasuk golongan retribusi jasa usaha.

. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah pelayanan dan tasilitas
vang di sediakan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan parkir ditepi jalan
umum.

. Tata cara penetapan dan besarnya tarif Retribusi yaitu penetapan retribusi
berdasarkan surat pemberiaan taritt retribusi daerah dengan menerbitkan

surat ketetapan retribusi daerah khusus bagi fasilitas parkir.
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3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan salah satu sumber
penerimaan daerah vang dikelolah dan berasal dari potensi vang ada pada
daerah tersebut. Dengan demikian tingkat kemampuan dan kemandirian suatu
daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana daerah itu mampu untuk
merealisasikan segenap potensi Pendapatan Asli Daerahnya sehingga menjadi
realisasi penerimaan daerah yang sangat dibutuhkan untuk menunjang
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, Karena tidak mungkin suatu
daerah otonomi akan dapat berdin kalau hanya mengandalkan dana
penerimaan dari bantuan pemerintah pusat.

Peranan dan fungsi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu
hal yang sangat mutlak yang harus dijadikan perhatian dan penanganan yang
serius baitk dalam pengelolaan maupun pengembangan sumber-sumber
pungutannya. Jadi dengan telah dilaksanakannya otonomi daerah seluas-
luasnya, kemandirian suatu daerah betul-betul dilaksanakan vyang
implementasinya  diwujudkan dalam bentuk penyerahan kewenangan-
kewenangan kepada daerah termasuk pengolahan dan pengembangan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan pengembangan

Pendapatan Daerah (PATDA) pada umumnya.
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4. Faktor Penghambat
Menurut Abdul Halim (2004:50-51),maka taktor penghambat terbagi
kedalam beberapa katagori yaitu:

a. Faktor penyebab langsung, dimaksudkan adalah faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian sasaran, oleh karena
itu apabila taktor ini diatasi maka akan mempunyai pengaruh langsung
terhadap pencapaian sasaran, faktor-faktor ini meliputi:

1. Masth belum realitisnya di dalam pemungutan target pendapatan asli
Daerah (PAD)
2. Masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan

b. Faktor penyebab tidak langsung, dimaksudkan adalah faktor-faktor yang
dapat mempengaruhi secara tidak langsung terhadap pencapaian sasaran,
namun akan mempunyai pengaruh kepada akibat yang disebabkan oleh
taktor penyebab yang diatasi tersebut, taktor-taktor ini meliputi:

1. Sistem penentuan target yang didasarakan pada data histones

2. Belum efektifnya pemberiakuan sangsi

3. Pelayanan operasional di lapangan masih belum dilaksanakan secara
prima

4. Terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksana operasional di
lapangan

5. Adanya birokrasi dalam pelayanan pemungatan retribusi.

6. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan

7. Belum efektifnya sistim pengendalian dan pengawasan di lapangan.
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5. Tujuan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang
pungutan retribusi parkir di tept jalan umum.tujuannya untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat atas pelayanan Pemerintah Daerah dalam

penyelenggaraan pelayanan parkir.

6. Pengertian Tanf
Menurut Marihot P.Siahaan (2005:449)Tanf Retribusi adalah nilai
rupiah atau persentase tertentu vang di tetapkan untuk menghitung besamya

retribusi daerah.

7. Struktur dan Besarnya tarif retribusi

Struktur dan besarnya tarifretribusi pemberian fasilitas tempat parkir
adalah tarif yang di tetapkan baik di lokasi pusat kota maupun di luar pusat
kota dan jemis kendaraan apapun maka tarf yang di guna pun berbeda imi
berdasarkan peraturan daerah no. 19 tahun 2002 vang telah di tetapkan oleh

pemerintah daerah.

8. Objek, Subjek dan Jenis-jenis Retribusi Daerah
a. Objek Retribusi Daerah
Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 18 ayat 1
menentukan bahwa,”Objek Retribusi adalah berbagai jenis-jenis

tertentu yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah.

;.t -_..\-



. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah adalah orang pribadi maupun badan yang
menggunakan atau menikmati pelayanan jasa vang telah disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dan juga melakukan
pembayaraan atas pemakaian jasa yang telah disediakan oleh

Pemerintah Daerah itu sendiri.

. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undana-undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 18 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis-jenis Retribusi berdasarkan
Jasanya terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Retribusi jasa Umum, adalah Retribusi atas jasa yang disdiakan
atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan dan
kemanfaatan umum seta dapat di nikmati oleh omg pribadi atau
badan.

Objek Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum.

Sesuai dengan Undang-undang 34 tahun 2004 pasal 18 ayat 3 huruf
(a), retibusi jasa umum ditentukan berdasarkan criteria-kriteria
berikut ini:

a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan

retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam

rangka pelaksaan asas desentralisasi
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Jasa tersebut memberiakan manfaat khusus bagimorang pribadi
atua badan yang membayar retribusi, di samping untuk
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum

jasa tersebut layak untuk di kenakan retribusi.

retribusi tersebut tidak berkepentigan dengan kebijakan
nasional

Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien
serta merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang
potensial.

pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut

dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam peraturan pemerintah

Nomor 66 Tahun 2001 pasal; 2 ayat 2 sebagai berikut:

a.

b.

Retil-ausi Pelaya'nan Kesehatan

Retribusi Pelayanan persmpahan/Kebersihan

Retribusi Penggantiaan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran

Retribusi Pengantiaan Biaya Cetak peta
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Retribusi Pengujiaan Kapal Perikanan

Subjek Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan
yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang
bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan
menjadi wajib retribusi retribusi jasa umum, vyaitu orang
pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi jasa umum.

2. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi yang disediakan oleh

pemerintah daerah degag menganut prisip kormesial karean pada

dsarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. objek retribusi

jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah

daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi:

a. pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan

daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

b. pelayanan oleh pemerintah Daerah sepanjang belum memadai

disediakan oleh pihak swasta.

Kreteria Retribusi jasa usaha berdasarkan Undang-undang Nomor

34 Tahun 2004 pasal 18 ayat 3 huruf b, adalah sebagai berikut:

1.

Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan

retribusi jasa umum atau retribusi perizinan.

2. jasa yang bersangkutan dalah jasa yang bersifat komersial yang

seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum

memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau
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dikuasaidaerah yang belim dimanfaatkan oleh secara penuh
oleh pemerintah Daerah.
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001
Pasal 3 ayat 2,menjelaskan bahwa jenis-jenis retribusi jasa usaha
adalah sebagai berikut:
I. Retribusi pemakaman kekayaan daerah
2. retribusi pasar grosir dan pertokoan
3. Retribusi tempat pelanggan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat khusus Parkir
6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila
7. Retribusi penyedotan kakus
8. Retribusi rumah potong hewan
9. Retribusi pelayanan pelabuahan kapal
10. Retribusi Penyebrangan diatas air
1 1. Retribust pengelolaan limbah cair
12. Retribusi penujalan produksi Usaha Daerah
subjek retribusi sjasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha vyang
bersangkutan subjek retribusi jasa usaha merupakan wajib retribusi
Jasa usaha yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibakan untuk

melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.
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3. Retribusi perizinan tertentu adalah rtribusi atau kegiatan tertentu
pemerintah dacrah dalam rangka pemberiaan izin kepada orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan,pengaturan,pengendaliaan.dan pengawasan atas
kegiatanpemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam barang
saran.prasaranaatau fasilitas tertentu.

Berdasrkan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pasal 4

ayat 2menyatakan bahwa rtetribusi perizinan tertentu ditentukan

berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini:

a. penizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang di
serahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.

b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungan
kepentingan umum.

¢. Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan
izin tersebut dan biaya untuk menanggulngi dampak negative
dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak di
biayai dari retribusi perizinan.

Jenis-jenis Rtertibusi perizinan berdasarkan peraturan daerah

Nomor 66 Tahun 2001pasl 4 ayat 2adalah sebagai berikut:

1. Retribusi izin Mendirikan Bangunan

2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

3. Retribusi izin Bangunan

4. Retribusi Izin Trayek
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5. Retribusi Pungutan administrasi (leges)
Subjek Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah
Dacerah.Subjek Retribusi perizinan tertentu,yaitu orang pribadi
atau badan yang duiwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi periznan tertentu.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:29), jenis
penelitian berdasarkan jenis data yang diteliti dapat diklasitikasikan ke dalam tiga
jenis vaitu:
1. Penelitian Opini
Penelitian opini adalah penelitian terhadap fakta yang berupa opini atau

pendapat orang (responden).

(2O

Penelitian Empiris
Penelitian empiris adalah penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh
berdasarkan observasi atau pengamatan.
3. Penelitian Arsip
Penelitian arsip adalah penelitian terhadap fakta yang tertulis (dokumen)
atau berupa arsip data.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian arsip karena dalam

penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap fakta yang berupa dokumen
atau arsip tentang retribusi parkir vang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota

Palembang.
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B. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota
Palembang yang beralamat di jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Hir Telp. (0711)

442547 Palembang 30146

C. Operasional Variabel
Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu

variabel dengan cara memberikan arti atau bagaimana variabel tersebut diukur.

Tabel 111.1
Operasional Variabel
Variabel Definisi Indikator
Faktor faktor-faktor yang dapat - SDM
Penghambat mempengaruhi secara langsung - Sistem pengendalian dan
Lansung terhadap pencapaian sasaran, olch Pengawasan

karena itu apabila faktor ini diatasi
maka akan mempunyai pengaruh
langsung terhadap pencapaian

sasaran.
Faktor faktor-faktor yang dapat - Pemberlakuan _sangsii N
Penghambat Tidak | mempengaruhi secara tidak - Sarana dan Prasarana
Lansung langsung terhadap pencapaian - Pelayanan operasional di
sasaran distribusi parkir.

lapangan masih belum

dilaksanakan secara prima

Kurangnya aparat

Sumber: Penulis 2008




D. Data yang Diperlukan

Menurut P. Joko Subagio (2004:87), adalah sebagai berikut:

a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung tanpa
perantara.

b. Data sekunder
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara

tidak langsung melalui perantara.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data sekunder berupa wawancara dengan pimpinan atau karyawan Dinas

Perhubungan (DISHUB) Pemerintah Kota Palembang vang dianggap dapat

memberikan informasi yuang dibutuhkan. Sedangkan data primer berupa:

1.

2.

Sejarah singkat Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemerintah Kota Palembang
Stuktur organisasi dan pembagian tugas

Peraturan Daerah (PERDA) tentang retribusi parkir di tepi jalan umum

Target dan realisasi penerimaan daerah dani tahun 2002 sampai dengan tahun

2007 pada Dinas Perhubungan (DISHUB)

. Wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan (DISHUB)



[
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E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut M. Igbal Hasan (2002:17) teknik pengumpulan data terdiri dari:

1. Wawancara

)

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan
Tanya jawab kepada obyek yang diteliti atau kepada perantara yang
mengetahui persoalan dan obyek yang diteliti.

Observasi

Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan terjun langsung dan
melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti.

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian
atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti
sebelumnya.

Kusioner

Kusioner vaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar
pertanyaan daftar isian terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah wawancara yaitu dengan

Tanya jawab secara langsung kepada pimpinan atau karyawan yang dianggap

dapat memberikan data atau informasi yang dibutuhkan.



F. Analisis Data dan Teknik Analisis
Menurut Mudrajad Kuncoro (2003:124) menyatakan bahwa ada dua
metode yang biasa digunakan dalam menganalisis data, yaitu:
1. Metode Kualitatif
Metode Kualitatif adalah metode analisis data yang tidak dapat diukur dalam
angka.
2. Metode Kuantitatif
Metode Kuantitatif adalah metode analisis data yang dapat diukur dalam
angka.
Metode vang digunakan dalam penelitian i1 adalah metode kualitatit,
yaitu dengan membandingkan teori-teori dengan prakiek-praktek yang ada di

lapangan.



BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN
1. Gambaran singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang

Berdasarkan peraturan daerah kota palembang nomor 2 tahun 2001
tentang pembentukan.kedudukan,tugas pokok.fungsi dan  struktur
organisasi Dians Daerah bahwa Dinas daerah yang ada dikota palembang
terdiri dari sembilas jenis,salah satunya adalah Dinas Perhubungan.Dians
perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah di bidang
Perhubungan,yang dioimoin oleh kepala Dinas dan dalam melaksanakan
tugasnya kepala dinas dibantu oleh seorang wakil kepala dinas yang
bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Dinas perhubungan kota palembang mempunyai tugas dalam
melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang perhubungan dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan peraturan perundan-
undangan yang berlaku.pendapatan yang ditwerima oleh dinas
perhubungan kota palembang di peroleh dari tujuh jenis retrtibusi ,salah
satunya adalah retrribusi parkir di tepi jalan umum.Retribusi parkir di tepi
jalan umum merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang berkaitan
dengan fasilitas berupa tempat parkir sehingga terciptanya pelayanan
trasfortasi yang aman, nyaman, lancer dan terjangkau dengan kapasitas

yang memadai.
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a. Visi Dinas Perhubungan kota Palembang

L.

meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan yang
menunjang pembangunan.

meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
perhubbungan serta mengembangkan manajemen kweselamatan
perhubungan.

meningkatkan pembinaan sumber daya manusia yang kreatif dan
proaktif untuk mengantisipasi perkembnagan IPTEK.

menata  kembali perundang-undangan sector perhubungan
berkaitan dengan perkembngan lingkungan startegis.
mengembangkan budaya rasa memiliki pada masyarakat akan arti

keselamatan fasiltas perhubungan.

b. Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang

“Terwujudnya sarana prasarana dan fasilitas penyediaan jasa

perhubungan yang mampu mendukung pertumbuhan pembangunan

dan kepuasan pengguna jasa.”
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2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Palembang
a. Tujuan

1. mewujudkan pemerataan pelayanan perhubungan yang aman dan
nyaman sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat.

2. Mengupayakan merencanakan dan memfasilitasi pengadaan dan
pembangunan sarana dan prasarana fasilitas penunjang
perhubungan kota Palembang.

b. Sasaran

yaitu “terciptanya pelayanan transportasi yang aman, nyaman selamat

dan terjangkau dan kapsitas yang memadai sehuingga menjamin

mobilitas dan aksesbilitas orang, barang dan kendaraan kesegala

pelosok kota Palembang.”

3. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota
Palembang
a. Kewenangan
Pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku antara lain:
- pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor
- penyelenggaraan perpakiran kendaraan bermotor

- pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan
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- perencanaan pengawasan pemindahan pengendalian, bimbingan
keselamatan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang
ASDP, perhubungan laut dan kereta api serta di bidang perhubungan
udara dan Postel.

. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan
kewenagngan otonomi daerah di bidang perhubungan dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Fungsi

1. merumuskan kebijkan teknis dibidang perhubungan yang sifatnya
mendukung sescara operasional kebijakan kota Palembang.

2. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. melaksanakan pembinaan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

4. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada wali kota
tentang langka-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang
tugasnya (Perhubungan).

5. mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsure
Pemda dan instansi sertamasyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas

pokok.
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4. Struktur Organisasi dan Pembagian tugas
a. Struktur Organisasi Dinas Perhubungabn Kota Palembang

strukutr organisasi menggambarkan susunan kerja tang disertai dengan
pembagian tugas atau ope;impahan wewenang serta tanggung jawab
secara formal dalam setiap fungsi organisasi. Struktur organisasi
melukiskan interaksi kegiatan, peranan, hubungan, tujuan dan sifat-
sifat organisasi lainnya, tetapi perlu diingant pula bahwa peranan
struktur pada setiap organisasi ternyata berlainan dalam tingkat dan
kualitasnya. Suatu struktur organmisasi menunjukkan tugas dan
wewengan atau tanggung jawab dari masing-masing pegawai agar
tidak saling tumpang tindih.

Secara umum struktur orgainasi yang digunakan dalm organisasi
pemerintahan adalah struktur organisasi garis atau lini yang merupakan
tipe organisasi yang tertua dan paling sederhana. Pada struktur
organisasi ini wewenang puncak pimpinan mengatur bagian-bagian
yang ada di bawahnya secara langsung, sehuingga dapat
mempermuidah tujuan orginiasasi. Adapun pola struktur organisasi
DISHUB pemerintah Kota Palembang yang di atur dalam peraturan

daerah no 2 tahun 2001 yaitu sebagai berikut:



. Kepala Dinas

. Wakil Kepala Dinas

. Bagian Tata Usaha

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Kepegawaian

¢. Sub Bagian Keuangan

. Sub Dinas Program, terdiri dari :

a. Seksi Penyusunan rencana dan program
b. Seksi pementauan dan pengendalian

¢. Seksi evaluasi pelaporan dan retribusi

. sub dinas lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri dari:
a. Seksi lalu lintas

b. Seksi angkutan

c. Seksi teknik sarana

d. Seksi Prasarana

. Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai,

Penyebrangan dan Kereta Api terdiri dari:
a. Seksi perhubungan laut
b. Seksi Angkutan sungai, danau dan penyebrangan

c. Seksi Perkereta apian
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Danau,

. Sub dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi, terdiri

dari:
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a. Seksi perhubungan udara

b. Seksi pos

C.

Seksi telekomunikasi

8. Sub dinas pengendalian operasional, terdiri dari:

a.

d.

Seksi Penengendalian operasional lalu lintas dan angkutan
jalan.

Seksi pengendalian perhubungan laut, angkutan sungai danau
penyebrangan dan kereta api.

Seksi pengendalian operasional perhubungan udara, pos dan
telekomunikasi

Seksi penyuluhan

9. Cabang dinas terdiri dari:

a.
b.
c.

d.

Kepala Cabang dinas
Unsur Staf/Petugas adsministrasi
Kelompok jabatan fungsional

Unsur lini/Petugas teknis operasional

10. Unit pelaksana teknis dinas, terdiri dari:

a.
b.
c.

d.

Kepala
Unsur staf/petugas Administasi
Unsur lini/petugas teknis operasional

Kelompok jabatan funsional

11. Kelompok Jabatan funsional
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B. Pembagian tugas

1.

Kepala Dinas

bertugas menyelenggarakan sebagiaan urusan rumah tangga daerah

dalam bidang lalu lintas yang diberikan oleh pemerintah kota palembang

(WALIKOTA).kepala dinas mempunyai fungsi:

a.

Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang perhubungan
dengan kebijaksanaan yang di gariskan oleh kepala daerah
berdasarkanketentuaan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan petunjuk pelaksanaannya.

Memimpin kegiatan dan urusan wakil kepala dinas.kepala bagian
tata usahadan kepala-kepala sub dinas vyang ada dalam
lingkungannya sesuai dengan tugas yang di berikan oleh pemerintah
daerah.

Merumuskan kebijaksanaan operasional pembangunan daerah di
bidang pasar.

Melaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan
bantuaan baik yangbersumber dari pemerintah maupun swasta.
Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsure-
unsur pemerintah daerah dan instansi serta masyararakatdalam usaha
pelaksanaan tugas pokok.

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala daerah.



33

g. Memberiakn saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada
kepala daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu
diambil dalam bidang tugasnya.

Wakil Kepala Dinas
membantu tugas-tugas kepala dinas membuat program kerja dinas
perhubungan (DISHUB) jangka pendek.menengah,jangka
panjang,memberikan saran /pertimbangankepada kepala Dinas mengenai
langka-langka dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan
tugasnya .menjalankan tugas dan fungsi kepala dinas sehari-hari apabila
kepala dinas berhalangan dan berada di luar daerah atau luar kota.wakil
kepala dinas mempunyai fungsi:

a. Membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

b. Mengkoordinir bagian tata usaha .Sub Dinas,Cabang Dinas,unit
pelaksana teknisdinas dan kelompok jabatan fungsional yang ada
dalam lingkungannya dan bertanggungjawab atas kelancaran
peleksanaan tugas tersebut.

¢. Memberikan saran atau pertimbangan kepada kepala dinas mengenai
langka-langka dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam
bidang tugasnya.

d. Menjalankan tugas dan fungsi kepala dinas berhalangan atau berada
di luar daerah berdasarkan surat penunjukan kepala Daerah.

e. Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang di berikan oleh

kepala dinas.
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Bagian Tata Usaha
bertugas melakukan  koordinasi penyusunan  program  kerja
dinas,pengolaan urusan keuangan -kepegawaiaan ,rumah tangga surat
meyurat  dinas,protokol,pembuatan laporan dinas serta hubungan
masyarakat.bagian tata usaha mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaiannya.
b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
c. Melaksanakan pengelolaan administrasi hokum dan humas.
d. Melaksanakan ketatausahaan dan kearsipan.
Bagian tata usaha terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum
Mempunyai tugas mengurus surat meyurat dan mengelola arsip.
b. Sub Bagian Kepegawaian
Mempunyai fungsi melakukan pengelolaan urusan kepegawaian
¢. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Sub dinas Program
melaksanakan pengelolaan keuangan kebutuhan dinas atau kantor.
Untuk meyelenggarakan tugasnya Sub Dinas Program mempunyai

fungsi:
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a. Menyiapkan bahan pengumpulan pengelolaan data.

b. Menyiapkan bahan penyusunanrencana dan program kerja di bidang
perhubungan.

. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendaliaan
pelaksanaan program.

d. Menyiapkan bahan pelaksana evaluasi pelaporan kegiatan dan
mengelola retribusi di bidang perhubungan.

Sub dinas program terdiri dari :

a. Seksi peyusunan rencana dan program
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan rencana program
kegiatan bidang perhubungan.

b. Seksi pemantauan dan pengendaliaan
mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pengendalian dan
pengawasan terhadap kegiatan bidang perhubungan.

c. Seksi evaluasi pelaporan dan rettribusi
mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan
bidang perhubungan serta kegiatan rettrbusi yang dilaksanakan oleh

dinas perhubungan.
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Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sub dinas lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai tugas melaksanakan

perncanaan,pembinmaan,pengawasan dan memfasilitasi pelaksanan

kegiatan manajemen lalu lintas ,manajemen angkutan,prasarana serta

keselamatan dan teknik sarana.

Untuk menyelenggarakan tugas nya .sub Dinas lalu lintas dan Angkutan

Jaln mempunyai fungsi:

a.

Penyusunan rencana pembinaan,pengawasan,pengendalian  dan
memlfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lali
lintas.

Menyusun  rencana pembinaan,pengawasn pengendalaian,dan
memfaslitasi pelaksanaan kegiatan.

Penyusunaan pembinaan,pengawasn,pengendalian dan memfasilitsi
pelaksanaan kegiatan penyediaann saran lalui lintas dan angkutan
jalan.

Menyusun rencana pembinaan,pengawasan.pengendalian  dan
memlfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana lalulintas dan

angkutan jalan

Sub Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan terdiri dari:
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a. Seksi Lalu Lintas
mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan manajemen dan
rekayasa lalu lintas.

b. Seksi Angkutan
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan
trayek angkutan jalan, pengendalian angkutan, perumusan kebijakan
angkutan dan bahan pembinaan pelaksanaan anngkutan.

¢. Seksi Prasarana
Mempumyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan
penetapan dan penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
serta bahan pemantauan dan analisis kinnerja prasarana lalu lintas
dan angkutan jalan.

d. Seksi Teknik Sarana
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventaris,
pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian bengkel
umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan
pada kendaraan penumpang umum, serta pembinaan terhadap
pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan ketentuan teknis dan

lain jalan kendaraan.
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Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sumgai Danau Penyebrangan

(ASDP) dan Kereta Api

Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sumgai Danau Penyebrangan

(ASDP) dan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan perencanaan,

pengawasan, pembinaan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan

perhubungan laut, lalu lintas angkutan sungai danau penyebrangan dan
kereta api.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Dinas Perhubungan Laut,

Angkutan Sumgai Danau Penyebrangan (ASDP) dan Kereta Api

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan lalu lintas sungai danau
penyebrangan dan kereta api.

b. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan angkutan laut, angkutan sungai,
danau penyebrangan dan kereta api.

¢. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana
perhubungan laut, angkutan laut, angkutan sungai danau
penyebrangan dan kereta api.

d. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
memfasilitasi kegiatan untuk menunjang keselamatan lalu lintas laut

dan angkutan sungai danau penyebrangan dan kereta api.
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Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi

Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan telekomunikasi mempunyai

tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pembinaan dan

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ke bandara udaraan dan angkutan

udara serta penunjang pelaksanaan penerbangan pos dan telekomunikasi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos

dan telekomunikasi mempunyai tugas:

a.

Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ke bandara udaraan.

Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan angkutan udara serta menunjang
keselamatan penerbangan.

Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan
memfasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha jasa pos.

Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi.

Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

a.

Seksi Perhubungan Udara

mempunyai yugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitab
rekomendasi pembangunan di dalam bandara udara dan pemberian
izin lokasi bandara udara serta melakukan penyiapan bahan

pemberian rekomendasi penerbitan IMB bagi bangunan dalam
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kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) serta pembinaan
terhadap pelaksanaan kegiatan angkutan udara.

b. Seksi Pos
Mempunyai tugas meyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
pemantauan dan evaluasi kegiatan fialteli, izin jasa titipan dan bahan
apembinaan kegiatan usaha jasa pos.

c. Seksi Telekomunikasi
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan izin
penyelenggaraan instalasi, kabel rumah (IKRG), pengujian alat
komunikasi dan bahan pembinaan kegiatan jasa usaha

telekomunikasi.

Sub Dinas Pengendalian Operasional

Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas
angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan danau, penyebrangan,
angkutan jalan rel, angkutan udara, pos dan telekomunikasi serta
menyiapkan bimbingan keselamatan dan penertiban pada sector
perhubungan.

Untik penyelnggaraan tugasnya, sub dinas pengendalian operasional

mempunyai fungsi:
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a. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian lalu
lintas, angkutan jalan, angkutan sungai, dan penyebrangan, angkutan
jalan rel, angkutan udara, pos dan telekomunikasi.

b. Penyusunan rencana pembinaan penegakkan hukum dibidang
perhubungan.

¢. Penyusunan rencana pembinaan dan pemberian bimbingan serta
penyuluthan kepada masyarakat dan memfasilitasi kegiatan
bimbingan dan penyuluhan.

d. Penyusunan rencana bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan
jalan, angkutan sungai, dan penyebrangan, angkutan jalan rel, pos
dan telekomunikasi.

Sub Dinas Pengendalian Operasional Terdiri Dari:

a. Seksi Pengendalian Operasional lalu lintas dan Angkutan jalan
mempunyai tugas melaksnakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan.

b. Seksi pengendalian operasional perhubungan laut, angkutan sungai
danau penyebrangan dan kereta api.

Mempunyai tugas melaksnakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan,
angkutan sungai danau penyebrangan dn kereta api.

c. Seksi pengendalian operasional perhubungan udara, pos dan
telekomunikasi. Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu

e
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lintas angkutan udara serta kelamcaran pelaksanaan kegiatan pos dan
telekomunikasi.
Seksi Penyuluhan
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian
bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang

perhubungan.

Cabang Dinas

cabang dinas merupakan unsure pelaksana teknis operasional dinas.

Cabang dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugasnya , cabang dinas mempunyai fungsi:

a.

b.

Melaksanakan unsure teknis operasional

Melaksanakan urusan administrasi

susunan organisasi cabang dinas terdiri dari:

a.

b.

Kepala cabang dinas
Unsur lini / petugas teknis operasional
Unsur staf / petugas administrasi

Kelompok jabatan fungsional
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10.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

11

unit pelaksanan teknis dinas lalu lintas angkutan jalan kota Palembang
yang mempunyai tugas melaksanakan sebagiantugas dinas di satu atau
beebrapa wilayah kecamatan atau satu daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, unit pelaksanan teknis dinas mempunyai
fungsi:

a. Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.

b. Pelaksanaan urusan administrasi

susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas terdiri dari:

a. Kepala dinas

b. Unsur lini / petugas teknis operasional

c. Unsur staf / petugas Administarsi

Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok jabatan fungsional di dalam lingkungan dinas daerah
mempunyai tugas melakaukan kegiatan teknis dinas sesuai dengan
bidang keahlian masing-masing,.

b. Kelompok jabatan fungsional dapat ke dalam sub-sub kelompok
sesuai dengan kebutuhan dan masuing-masing dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior.

c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan

beban kerja.



d. Pembinaan terhadap tenaga fungsional sesuai dengan peraturan

perundang-undang yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan
tanggung jawab kepada kepala dinas dan kepala unit pelaksana

teknis dinas yang bersangkutan.

Pengelolaan Distribusi Parkir

a.

Pengelolaan retribusi parkir harus bertumpu pada kepentingan
masyrakat

Kejelasan tentang misi pengelolaan retribusi parkir pada umumnya
dan anggraan retribusi pada khususnya.

Desentralisasi pengelolaan retribusi parkir dan kejelasan peran
partisipasi yang terkait dalam pengelolaan tersebut.

Pengelolaan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perubdabg-
undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung
Jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat

untuk masyarkat.
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6. Data target dan realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum

Tabel IV.1

Target dan Realisasi Retribusi kumulatif Parkir di Tepi Jalan Umum

Tahun 2002-2007

Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Palembang

Tahun Target Realisasi Pencapaian(%)
2002 2.000.000.000 1.832.280.600 91,61
2003 2.752.000.000 2.335.880.350 84.88
2004 3.150.000.000 2.232.732.200 70,88
2005 5.036.000.000 2.488.959.200 49,42
2006 5.036.000.000 2.437.097.200 48,39
2007 3.250.000.000 1.852.068.000 56,99

Sumber: Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemerintah Kota Palembang tahun 2002-2007




7. Tarif Retribusi Parkir Pada Kota Palembang

a. Dilokasi pusat Kota

1.

Mobil barang dengan Kereta gandeng
dankeretatemple........... ...
Mobil Bis:

8 MObilbis Besar:. .. ....icommivaininge s ko smimemen
b. Mobilbussedang ....................................
¢. Mobilbuskeal ............................. e,
Mobil barang dengan tonase:

a. Mobil barang dengan tonase diatas

46

POOR ... . o iocin snsvs wmsessgnssnvsspsamssisss R 4,000
b. Mobil barang dengan tonase

Sitons/d T tON--.;..co i simcimsmavmsamssssassins sivan. R 3000
¢. Mobil barang dengan tonase

2tons/d4ton ...................... .. Rp. 1.000
d. Mobil tangki atau mobil box

DeSar ... Rp. 2.500

e. Mobil barang atau mobil box
Mobil penumpang sedan:

Pick-up dan sejenisnya ...................................

Rp. 1.500



5. Kendaraan bermotor roda tiga

6. Sepeda motor
LA - . - TSI

b. Dilokasi luar pusat kota

Mobil barang dengan kereta gandeng

dan keretatemple ..........................

Mobil Bis:

A MoblLBIBDeSAr.. . oo v w1 s 25 s ven s
b Mobil baBSedng ... .. ..o s ea i

c. Mobilbuskectl .........................

Mobil barang dengan tonase:

a. Mobil barang dengan tonase diatas

VO ton ..o

b. Mobil barang dengan tonase

Stons/d10ton ...

¢. Mobil barang dengan tonase
2tons/d4ton ......................

d. Mobil tangki atau mobil box

e. Mobil barang atau mobil box
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Rp. 1.500

Rp. 1.500

................ Rp. 500

Rp. 5.000

Rp. 2.000

.. Rp. 1.000

.Rp. 2.500

oo Rp. 1500
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3 Mobil penumpang sedan:

Pick-up dan sejenisnya ... ................. s A e Rp. 1.000
4. Kendaraan bermotor rodatiga............................Rp. 150
. SEPEdA MOOT ....ocvvivesvuvicamvusnassivesnesaiisssinssesna kP, 100
6. kendaraan moter berodatiga.............................._Rp. 300

B. Pembahasan
Pembahasan pada bab IV ini dimaksudkan untuk menganalisis penerimaan
Retribusi Parkir di tepi jalan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah serta apa
yang menjadi hambatan dalam pemungatan retribusi parkir di tepi jalan umum
dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang
yang berasal dari distribusi parkir di tepi jalan umum adapun analisis faktor
penghambat yang dilakukan dinas perhubungan kota Palembang untuk
meningkatkan pendapatan asli Daerah Kota Palembang adalahsebagai berikut:
1. Analisis faktor penghambat secara langsung yang dilakukan oleh
Dinas Perhubungan
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam
peningkatan penerimaan retribusi parkir, sumber daya manusia di
sini yaitu aparat pemungut retribusi. Aparat pemungut retribusi
hendaknya memiliki kemampuaan yang mendalam mengenai
permasalahan tugas yang mereka emban dengan sebaik mungkin,

tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak yang lain.
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Pada dinas perhubungan kota Palembang ini memiliki 11 areal
parkir, 321 titik parkir, 526 juru parkir. Hambatan yang terjadi yaitu
lemahnya pengawaasan dari SDM / aparat pelaksana operasional di
lapangan, sehingga membuat adanya data yang diterima tidak sesuai
dengan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian menyebabkan
pendapatan yang diterima dari retribusi parkir mengalami penurunan,
karena adanya daerah yang tidak terjangkau atau terdata oleh dinas
perhubungan kota palembang siapa saja yang termasuk dalam juru
parkir resmi yang telah di tetapkan sebelumnya oleh dinas
perhubungan kota palembang. Hal ini tidak sebanding dengan objek
vang ada, sehingga para wajib retribusi hanya melakukan
pembayaran retribusi bila ada aparat pemungutan yang ada di
lapangan, bila tidak maka aparat tidak akan melakukan pembayaran
retribusi. selain itu membuat banyaknya juru parkir yang illegal. Bila
hali ini terus berlanjut maka akan dapat mengurangi pendapatan yang
diperoleh dari retribusi parkir. Maka dari itu guna lebih
meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir, hendaknya pihak
Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk dapat meningkatkan
jumlah aparat yang ada untuk setiap titik-titik parkir demi tercapai
nya peningkatan dari retribusi parkir itu sendiri, selain itu aparat
pemungut retribusi hendaknya memiliki kemampuan yang mendalam
mengenai permasalahan tugas yang mereka emban yaitu dalam hal

pemungutan retribusi, sehingga dengan kemampuan yang dimiliki
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aparat akan dapat melaksanakan tugas yang mereka embank dengan
sebaik-baik mungkin, tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak yang

lain. Cara nya dengan adanya pelatihan bagi aparat parkir.

. Sistem Pengendalian dan Pengawasan

salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota
Palembang untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir di tepi
jalan umum yaitu pengawasan kurangnya pengawasan dari aparat
menyebabkan pendapatan yang diperoleh dari retribusi mengalami
penurunan.agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif maka
hendaknya DISHUB agar dapat lebih giat untuk mengadakan
pengawasan dan pengendalian yang terdin dari pwerencanaan,
koordinasi, motivasi dan penilaian kinerja sebagai berikut:
1. Perencanaan
Dinas Perhubungan Kota Palembang sebelum melakukan
pengawasan terlebih dahulu melakukan perncanaan mengenai
perkiraan atau meramalkan berapa target Retribusi parkir di tepi
jaluin umum yang akan ditetapkan setiap tahun nya dengan
melakukan program-program dan penjadwaln kegiatan.meneliti
apakah pungutan retribusi telah berdasarkan Undang-undang atau
Peraturan Daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan yang

ada.
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2. Koordinasi
dalam koordinasi pengawasan yang dilakukan Dinas
perhubungan Kota Palembang adalah dengan melakukan rapat
yang dilakukan 3 bulan sekali untuk mempertanyakan mengenai
target penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umumapabila
target penenimaan tersebut tidak tercapai.
3. Motivasi
Dinas perhubungan Kota Palembang melakukan motivasi dengan
mengadakan penyuluhan dengan pemberiaan tunjangan upah
kepada pemungut Retribusi parkir ditepi jalan umumguna
meniungkatkan penerimaan pendapatan retribusi parkir.
4. penilaiaan kinerja
pengawasan twerhadap penilaian kinerja yang dilakukan oleh
Dinas Perhubungan terhadap para petugas parkir dengan menilai
penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum,apabila target
pemungutan tidak tercapai maka kinerja yang di lakukanoleh
petugas tersebut tidak efektif.
Hambatan yang terjadi vaitu adanya pemungutan yang dilakukan oleh
pihak lain (pihak pasar) karena lokasi titik parkir tersebut berada
dikawasan pasar seharusnya pendapatan terhadap retribusi tersebut
pemungutannya dilakukan oleh petugas sub dinas perhubungan. oleh
karena itu untuk mengurngi penyimpangan yang terjadi hendaknya pihak

DISHUB perlu meningkatkan dalam melakukan pengawasan dan



melakukan kesepakatan bersama dengan pihak terkait untuk mengurang;
pungutan lain yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
pengawasan yang dilakukan secara rutin diharapkan dapat mengurangi
penyimpangan-penyimpangan  ataupun  kebocoran retribusi  parkir

tersebut.

. Analisis faktor penghambat secara tidak langsung yang dilakukan

oleh Dinas Perhubungan

a. Pembelakuan sanksi
sanksi admunistrasi kepada wajib retribusi parkir tel;ah ditetapkan
dalam peraturan daerah akan tetapi permasalahannya yang sering
muncul adalah dalam pelaksaan sanksi administasinya yang
dijatuhkan kepada wajib retribusi parkir masih kurang tegas banyak
sekali para wajib-wajib retribusi parkir membayar biaya parkir
kurang dari vang ditetapkan bersama.
hambatan kurangnya ketegasan petugas dalam memberikan sangsi
sehigga masih banyak orang yang melanggar dalam membayar

retribusi parkir.
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b. sarana dan prasarana

sarana dan prasarana mempunyal peranan penting dalam
meningkatkan pendapatan retribusi parkir. Dengan cara antara lain
memperluas lahan parkir dan meningkatkan keamanan di wilayah
parkir, bila sarana dan prasarana yang disediakan dapat memenuhi
kepuasan para wajib retribusi akan dapat memenuhi kewajibannya
dalam membayar retribusi .hal ini terjadi karena adanya dampak
yang di nikmati oleh wajib retribusi parkir yang selama ini mereka
bayar.sehingga para wajib retribusi parkir mersaskan bahwa retribusi
yang selama ini mereka bayar di gunakan untuk meningkatkan
sarana dan prasarana guna memperlancar kegiatan pelaksanaan
pemungutan retribusi parkir.

Hambatan adanya penyimpitan lahan yang disebabkan oleh adanya
tempat parkir yang tidak aktit lagi sehingga parkir mengunakan bahu

jalan yang mengakibatkan kemacetan.

c. Pelayanan operasional di lapangan masih belum dilaksanakan secara
prima
1. penyesuaian / penyempurnaan administrasi pungutan
dalam hal ini lebth di ujikan pada kegiatan para pelaksana dan
ketertiban administrasi serta apakah pungutan retribusi telah
berdasarkan Undang-undang atau peraturan daerah dan tidak

bertentangan dengan peraturan yang ada.

£n
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2. penyesuaian tarif

dalam hal ini besarnya tariff retribusi harus sesuai dengan prisip
dan sasaran yang dimaksud untuk menunjang penyelenggaraan
pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di tepi jalan
umum berdasarkan jenis dan klafikasinbya .tarif yang telahb di
tetapakan baik di lokasi pusat kota maupun di luar pusat kotadan
jenis kendaraan apapun maka tarif yang digunakan berbeda hal
ini berdasarkan perda yang telah di tetapkan oleh pemerintah

daerah

. penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan

penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan dalam hal ini menitik
beratkan pada pelaksanakan pungutan dengan sasaran
menyempurnakan system dan prosedur pungutan serta
pembayaran dan peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat
kepada wajib retribusi.

Hambatan yang terjadi yaitu kurang efektifnya pemberlakuaan
sanksi khususnya masalah rertibusi parkir di tepi jalan umum
belum ditegakan dengan tegas,baik dalam administrasi tarif dan
pelaksanaan pemunggutan sehingga masih banyaknya pungutan-
pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang
mengakibatkan realisasi, retribusi parkir yvang ditetapkan tidak

pernah mencapai target kemudiaan dalam hal pemungutan masih
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banyak penyimpangan seperti dalm hal pembayaran di mana
retribusi parkir i tidak dapat dihutangkan tetapi pada
pelaksanaannya masih banyak di dalm pungutan tidak
memberikan karcis kepada pengguna parkir sebagai bukti
pembayaran yang sah terhadap retribusi parkir serta penyetoran
terhadap penerimaan retribusi seringkali adanya penundaan
penyeroran yang di lakuakn oleh oknum —oknum juru parkir
yang telah di tunjuk sebagai petugas yang mana oknum-oknum
tersebut sering kali tidak mampu menyetorkan sepenuhnya yang
mengakibatkan target/anggaran openerimaan retribusi parkir di

tepi jalan umum tidak tercapai.

. Kurangnya aparat

kurangnya apaerat pemungutbnrtetribusimparkir di tepi jalan
umum yang ada di lapangan menyebabkan pendapatan vang
diterima dart retribusi parkir mengalami penurunanhal ini
sebanding dengan objek yang ada .sehingga para wajib retribusi
hanya akan melakukan pembayaran retribusi. Bila hal ini terus
berlanjut maka akan dapat mengurangi pendapatan vang
diperoleh dari retribusi parkir ditepi jalan umum. maka dari itu
guna lebih meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir di tepi

jalan umum hendaknya pihak DISHUB untuk dapat lebih
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meningkatakn jumlah aparat yang ada untuk setiap titik parkir
demu tercapainya peningkatan dari retribusi parkir itu sendiri.

Hambatan Kurangnya aparat pemungut retribusi parkir di tepi
jalan umum yang ada di lapangan menyebabkan pendapatan yang
diterima dari retribusi parkir mengalami penurunan, karena
adanya daerah yang tidak terjangkau atau terdata oleh dinas
perhubungan kota palembang siapa saja vang termasuk dalam
Juru parkir resmi yang telah di tetapkan sebelumnya oleh dinas
perhubungan kota palembang. Hal ini tidak sebanding dengan
objek yang ada, sehingga para wajib retribusi hanya melakukan
pembayaran retribusi bila ada aparat pemungutan yang ada di
lapangan, bila tidak maka aparat tidak akan melakukan

pembayaran retribusi.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil

kesimpulan bahwa faktor penghambat langsung dan faktor penghabat tidak

langsung adalah sebagai berikut:

1. Faktor penghambat langsung
Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu Aparat pemungut retribusi
hendaknya memiliki kemampuaan yang mendalam mengenai
permasalahan tugas yang mereka emban dengan sebaik mungkin, tanpa
adanya pengaruh dari pihak-pihak yang lain. Sistem Pengendalian dan
Pengawasan kurangnya pengawasan dari aparat menyebabkan
pendapatan yang diperoleh dari retribusi mengalami penurunan, agar
pengawasan dapat berjalan lebih efektif maka hendaknya DISHUB agar
dapat lebih giat untuk mengadakan pengawasan dan pengendalian yang

terdiri dari perencanaan, koordinasi, motivasi dan penilaian kinerja.

2. Faktor Penghambat Tidak Langsung
Pembelakuan Sanksi kurangnya ketegasan petugas dalam memberikan
sangsi schigga masih banyak orang yang melanggar dalam membayar

retribusi parkir. Sarana dan prasarana mempunyai peranan penting dalam
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meningkatkan pendapatan retribusi parkir. Dengan cara antara lain
memperluas lahan parkir dan meningkatkan keamanan di wilayah parkir.
Pelayanan operasional di lapangan masih belum dilaksanakan secara
prima.

- Penyesuaian / penyempurnaan administrasi pungutan

- Penyesuaian tariff

Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan

Kurangnya aparat

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya maka saran

yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

. Untuk mencapai target yang diinginkan dalam penerimaan retribusi
parkir harus dilakukan pembinaan mental budaya para petugas dan
diharapkan dapat menghilangkan penyimpangan atau kebocoran seperti
yang selama ini terjadi.

2. Sebaiknya dinas perhubungan kota Palembang dalam usaha
meningkatkan penerimaan retribusi parkir petugas pemungut harus
benar-benar handal dan kompeten kemudian memperbaiki sarana dan
prasarana parkir serta melakukan pemberlakuan sanksi yang tegas
kepada aparat yang tidak disiplin dan wajib parkir yang melanggar

peraturan yang telah ditetapkan.
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